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Pemberian grasi merupakan kekuasaan prerogatif Presiden. Keberadaan grasi sebagai kekuasaan yang
absolut dan mutlak, dapat mengubah keputusan hakim yang sudah berkekuatan tetap. Dengan adanya
perubahan UUD 1945, maka kekuasaan ini tidak bersifat mandiri lagi karena dilakukan dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini
adal ah bagaimanakah pelaksanaan grasi dalam UUDNRI 1945, bagaimanakah pelaksanaan kekuasaan
presiden dalam pemberian grasi dan hambatan dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang

Y udhoyono dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2010 dan bagaimanakah dengan pengaturan dan
perbandingan grasi di negaralain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, syarat adanya
pertimbangan meningkatkan peran MA dalam menjalankan mekanisme checks and balances, namun tidak
mengurangi kekuasaan Presiden. Kedua, dalam kurun waktu tahun 2010 terdapat 191 permohonan grasi dan
62 Keppres grasi dengan prosentase Presiden dalam hal memperhatikan pertimbangan MA sebesar 85,5%
dan prosentase tidak memperhatikan pertimbangan MA sebesar 14,5%. Hal ini menunjukkan bahwa
pertimbangan MA cukup berpengaruh dalam sebuah pengambilan keputusan grasi oleh Presiden. Ketiga,
Pelaksanaan grasi di negara Amerika, Kanada dan Filipina berbeda dengan di Indonesia, ketiga negara
tersebut telah memiliki standar operasional pemberian grasi dan dilakukan tanpa pertimbangan dari cabang
lembaga kekuasaan lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Jenis data yang digunakan
merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh
melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut dianalisis secara deskriptif
kualitatif.

...... Granting pardon is a prerogative power of the President. The existence of clemency as absolute and
independent power, can change the judge's decision. With the amandement of UUD 1945, then thisrule no
longer be independent because it is done by taking into consideration the Supreme Court. The problems that
were analyzed in this study is about the implementation of clemency in the UUDNRI 1945, how the
implementation of the president's powers in granting pardons and constraints in during the administration of
President Susilo Bambang Y udhoyono in the period 2004 to 2010 and how the arrangement and comparison
of clemency on other countries. Research results showed that the first requirement to take into account
increases the role of the Supreme Court in the running mechanism of checks and balances, but does not
reduce the power of the President. Second, in the period of 2004 -2010 there were 191 requests for clemency
and 62 Keppres, the percentage of President in terms of taking into consideration the Supreme Court for
85.5% and the percentage is not taking into consideration the Supreme Court by 14.5%. This suggests that
consideration of the Supreme Court is quite influential in a decision-making clemency by the President.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20238048&lokasi=lokal

Third, implementation of the clemency in the United States, Canada and the Philippines differ from those in
Indonesia, three countries have operational standards and granting pardons made without consideration of
other branches of power institutions. This research used normative juridical methods with legislation
approach, comparative approach and concept approach. Type of data used is secondary data. The secondary
data obtained through library research and analyzed descriptively.



